BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN

Menimbang

PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang
cukup strategis dalam upaya meningkatkan
kemampuan keuangan daerah guna membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah yang
diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan
pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan
transaksi pembayaran serta untuk optimalisasi
pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan
cara sistem online;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
ketaatan wajib pajak, maka Peraturan Bupati Blora
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan,
Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah melalui
Sistem Elektronik perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaporan, Pembayaran, Dan
Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan megubah Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indoonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 10) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 59)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor S5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaporan, Pembayaran, Dan
Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik
(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor
13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
TATA  CARA  PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan, Pembayaran,
Dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik
(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 13)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib
Pajak, Bupati melalui Perangkat Daerah yang
membidangi pajak daerah berwenang
menetapkan tempat usaha Wajib Pajak dengan
melakukan pemasangan Alat Atau Sistem
Perekam Data Transaksi Usaha.



(2) Pemasangan Alat Atau Sistem Perekam Data
Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan menghubungkan
alat dan/atau sistem elektronik untuk dipasang
pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan
terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh
Perangkat Daerah yang membidangi Pajak
Daerah.

(3) Hasil pendataan dari Alat Atau Sistem Perekam
Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

Wajib Pajak dilarang:

a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja Alat
Atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak yang telah terpasang;

b. mengubah data, perangkat dengan cara dan
dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari
Kepala Perangkat Daerah Yang Membidangi
Pajak Daerah;

c. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa
seizin Kepala Perangkat Daerah  yang
membidangi pajak daerah;

d. menolak untuk dilakukan pemasangan Alat Atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha pada
tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau

e. secara sengaja tidak mengaktifkan Alat Atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. penutupan sementara kegiatan.



(2)

(3)

(4)

Sanksi administratif berupa teguran lisan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dikenakan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pajak atau pejabat yang
ditunjuk; dan

b. teguran lisan dituangkan dalam bentuk
berita acara teguran lisan.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak
mengindahkan teguran lisan dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kalender;

b. dikenakan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pajak atau pejabat yang
ditunjuk; dan

c. dituangkan dalam bentuk surat teguran
tertulis.

Sanksi administratif = berupa penutupan

sementara kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak
mengindahkan teguran tertulis dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kalender;

b. dikenakan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pajak atau pejabat yang
ditunjuk berkoordinasi dengan:

1. Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang penegakan peraturan
daerah/peraturan bupati; dan/atau

2. Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya.

c. dituangkan dalam bentuk Dberita acara
penutupan sementara dan/atau bentuk
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 57

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

@-;":‘a%i@g UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

& r:"t;‘-*'{. cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

y ¥ %_:"‘.'t&% Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE
Bl .’ (Balai Sertifikasi Elektronik).
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